SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/59/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2026-2046

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 25
ayat (2) dan Pasal 70 juncto Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan 2026-2046;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
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3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2026-2046 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

Tim Penyusun dan Pembahasan sebagaimana dimaksud

diktum KESATU mempunyai tugas:

a. membuat rumusan dan pengkajian atas bahan materi
rancangan Peraturan Daerah;

b. menyampaikan bahan masukan dan perbaikan sesuai
tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim Penyusun
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. melaksanakan pembahasan dan perumusan Rancangan
Peraturan Daerah; dan

d. melaporkan hasil pembahasan dan rumusan Rancangan
Peraturan Daerah kepada Bupati Hulu Sungai Selatan
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Anggota Tim bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/59/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN 2026-2046

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2026-2046

NO

JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

2

3

Bupati Hulu Sungai Selatan

Pengarah

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Pengarah

DIWIN |~

Sekretaris Daerah  Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Penanggung Jawab

ul

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Ketua

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Sekretaris

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah

Anggota

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Anggota

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup dan
Pertanahan  Kabupaten  Hulu
Sungai Selatan

Anggota

10

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian @ Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Anggota

11

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan
Persandian  Kabupaten  Hulu
Sungai Selatan

Anggota

12

Kepala Dinas Pertanian,
Perikanan dan Pangan Kabupeten
Hulu Sungai Selatan

Anggota

13

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Anggota
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14

Kepala Dinas Tenaga
Koperasi, Usaha Kecil
Menengah Kabupaten

Sungai Selatan

Kerja,
dan
Hulu

Anggota

15

Kepala Dinas Perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Anggota

16

Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

17

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Anggota

18

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

19

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

20

Ir. Miftahul Ridhoni, S.T. M.T
(Pusat Kajian Penataan Ruang
Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin

Anggota

21

Kepala Bidang Penataan Ruang
dan Jasa Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Anggota

22

M. Normijani, S.KM., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya Bagian
Hukum Setda Kab. HSS) -
NIP.197108141998031010

Anggota

23

Kepala Subbagian Perundang-
undangan Bagian Hukum Setda
Kab. HSS

Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR




